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PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,KLIMATOLOGI,DAN
GEOFISIKA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur
kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu
dilakukan penataan kembali ketentuan mengenai
pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa
penandatanganan naskah bidang kepegawaian bagi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan tentang Pendelegasian Wewenang dan
Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang
Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
5058);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);
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7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Akademi Meterologi dan Geofisika Menjadi
Sekolah Tinggi Meterologi Klimatologi dan Geofisika;

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi
Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun
Geofisika;

12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika

13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika.

2. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
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